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PERATRAN BUPATI NO. 4 TAHUN 2018 TENTANG UNIT PELAKSANA 
TEKNIS SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN PADA DINAS 

PERHUBUNGAN KABUPATEN REMBANG 

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, pada Dinas 
Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk 

UPTD/UPTB; 
 

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5025); Peraturan Pemerintah Nomor 

79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 
2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan 
Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306); 
Perarturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 

2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi 
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 451); 

CATATAN : Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 20 Januari 2018 dan ditetapkan 20 

Januari 2018 
 

 


